
PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2923

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
labatan

Dr. Drs, M. ISMAEL P, SINAGA, M.Si
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
sepefti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan superuisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nama
labatan

Pihak Kedua,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

EDY RAHMAYADI
GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 2423

Pihak Kesatu,

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dr. Drs. M. iSMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBiNA UTAMA MADYA
NiP. 19730824 199203 1 001

PROVINSI SUMATERA



Perangkat Daerah
Tahun

Program

1. Prograrn Pengelolaan Keuangan Daerah

Z, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

TOTAL

GUBERNUR SUMATERA UTAR,A,

EDY RAI-{MAYADI

LAMPIRAN

PER,]AN]IAN KINER]A

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

2423

Anggaran

Rp. 8.922.335.436
Rp. 3.744.574,820

Keterangan

APBD

APBD

Rp. 12.665.910.256

Medan, ?a23
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NO

I
L

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

TARGil'

Tepat Waktu

3. Penetapan Laparan Pertanggungjawaban Tepat Waktu

2 Mewujudkan Penataan dan
Pengelolaan Aset yang Berkualitas

1. Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang
disertifikasi

84,42o/a

7. Persentase Laporan Aset Daerah yang
disusun

100o/o

J Meningkatnya Kualitas Pembinaan
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota

Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD,
P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD KablKota

1000r'0

WTP

2. Penetapan APBD


